
BUPATl BAJUTO UTARA 

PROVINSI KALI.MANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 2.7 TAHUN 2016

TENTA.NG 

PENETAPAN TARIF AIR MINUl'd PERUSABAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN BARlTO UTARA 

Mcnimbang 

Mcngingal 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA &SA 

BUPATI BARlTO UTARA, 

a. babwa Peuetapan T'arif Air M!num Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Ba.dto Utara telah ditetapkan
bcrdasarkan Peratumn Bupati Barile Utara Nemor 2 Tabun
2010;

b. bahwa Penetapan Tarlf Air Minum sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak sesuai lagi dengan kond.isi saat ini dan
tidak mampu lagi membiayai kegiatan eperasional
Perusabaan Dacrah Air Minum Kabupaten Barite Uram;

c. bahwa dalam rangka memulibkan kemampuan pembiayaan,
kesinambungan opl'rasienal clan pcningkatan pelayanan
kcpada masyarakal scrta 1.mluk meounjang pemeliharaan
prasarana dan sarans. Air Minum Perus.1.haan Daerah Air
Minun, Kabupaten Barito Utara, maka perlu unluk
menctapkBn TariC Air Minum dengan menyesualkao
pcrkembangan, situast dan beban pembiayaan;

d. bahwa berdasa.rkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tent&ng Pedeman dan
Tata Cara Pengaturan TariC Air Minum pada Perusa.haan
Daerah Air Mlnum, Tarif Air ditetapkan oleh Kepala Daerah;

e. bahwa untuk memcnuhi maksud tersebut pada hurur b

dan c perlll.J menetapkan Pcmturan Bupati tentang Penetapan
Tarif Air Minum Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten
Barile Utara;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun !959 tentang Penetapan
Undsng-Undaog Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah T'ingka.t n di KallllUUllM (L.embaran
Negara Republik Indonesia T'ahun 1953, Nomer- 9) sebagaj
Undang-Uodang {Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun \959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomer 1820], sebagaimana tclah
bel:>crapa kall diubah tcrakhir dengan Undang-Undang
Nomer 8 Tahu.a 1965 tentang Pembentukan Daerab Tingkat
u Tanah l..au l, Daerab Tingkal ]] Tapin dan Dac:rah Tlngkal II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor



27 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tenLang Pembcntukan Daerah Tlngkat 
I I di KaJimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1965 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenLang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta.mbahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Rcpublik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrlntah.an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201'1 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintaban Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 trntang 
Pengcmbangan Sistem Penyediaan Afr Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4490); 

6. Pemturan Pemerintah Nomor 38 'l'ahun 2007 tentang 
PembagiR.n UruSc'Ul Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupatcn. / Kota \Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 TSJTlbllhan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Pedoma Teknis Tata Cara Pengaturan Tarif Air 
Minum pada Perusabaan Daerah Air Minum: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
temang Organ dan Kepegawaian Perusabaan Daerab Air 
Minum; 

9. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun l999 
tcntang Pedoman Penilaian Kincrja Pcrusahaan Daerah Air 
Minum; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otooomi Dacrah 
Nomor 8 Tahun 2000 Lentang Pedoman Akuntansi 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

It. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
153 Tahun 2004 tentang Pcdoman Pengelolaan Barang 
Daerab Yang dipisahkan; 

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Ba.rilo Utara Nomor 3 Tabun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Dacrah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2008 Nomor 3, 'l'ambahan l.,embaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sehagaimana telah 
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Menetapkan 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tabun 2015 tent.ang 
Perubahan Kedua Alas Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasl dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tabun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG PENETAPAN TARIP' AIR 
MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUl'lf KABUPATEN 
BARITOUTARA. 

BABJ 
KETENTUAN UMUM 

Pual 1 

Oalam Pcraruran BupaU inl yang dimaksud dengan : 
1. POAM adalah Perusahan Daer-ah Air Minum Kabupaten Barito UlaNL. 
2. Direktur adalah Direktur Pe.usahaan Daerah Air Minum Kabuparen Barito 

Utara. 
3. Air Minum adalah Afr Minum Produksi PDAM. 
4. Pelanggan adalah Perorangan atau Sadan yang mcmanfaatkan air minum dari 

PDAM dan terdartar sebagal pelanggan. 
5. lnst.alamr adalah suatu Badan Usaha atau perorangan yang bergerak dalam 

pckcrjaan instalasi perair mlnuman. 
6. Standar Kcbutuhan Pokok Air Minum adalah kcbutuhan air scbcsar 10 merer 

kubik/Kepala Keluarga/bulan atau 60 Litcr/orang/hari atau sebesar satuan 
volume lainnya. 

7. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut 1.arif adalah kebijakan harga 
jual air minwn dalam setiap meter kub1k (M") atau satuan volume lainnya 
sesuai kebijakan yang di1entukan Kepala Daerah dan PDAM yang bcrsanglcutan 
yang harus dibayar pelanggan POAM. 

8. Kelompok Pclanggan adalah klasi.fikasi pelanggan yang disesuaikan dengan 
struktur ekonoml penduduk. 

9. Beban tetap adalah terdiri dari biaya administrasi rekening bulanan yang 
dlkenakan untuk setiap sambungan. 

10. Biaya Pcnyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang alau 
Sadan untuk menjacli pelanggan POAM. 

11. Pipa D!nas adalah pipa yang mcnghubungkan pipa distribusi dengan pipa pcrsil 
sampai dengan meter air. 

1:2. Pipa Persil adalah plpa sctelab meter air. 
13. Pelanggan Pasif adalah pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan 

masih tercatat sebagai pelanggan PDAM. 

BAB JI 
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSJ 

Bagi.an Kesatu 
Kelompok Pelanggan 

Pasa12 

(l I, Kelompok pelanggan ditetapka.n menjadi 4 (em pat) kelompok yrutu : 
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a. Kelompok I; 
b. Kelompok LI; 
c. Kelompok LIi; dan 
d. Kelompok Kbusus 

(2). Yang termasuk daJam Kelompok I scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa 
le rdiri dari : 
l. Hidran Umum: 
2. Kamar Mandi / WC Umum; 
3. Terminal Air; 
4. Tempat lbadah (Masjid, Langgar, Musholla, Surau, Oereja, Balai Basarah, 

Klenteng, Pura); 
5.PanUAsuhan;dan 
6. Sekolah. 

(3). Yang termasuk dalarn Kelompok a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari : 
I. Rumah Tangga I dan 11. 
2. Sarana Kesebatan Milli< Pemerintah terdiri dari RSUD, Puskesmas, 

Puskesmas Pcmbantu, Puskcsmas Rawat Jnap. 

14) Yang tennasuk dalam Kelompok III sebagaimana dimaksud pada a,yat (I) huruf 
c terdiri dari : 
l. lndustri Rumah Tangga terdiri dari : 

Kerajinan Tangan, Peternakan Kecil dan Sejcnisnya. 
2. Niaga Kecil terdiri dari : 

APMS, Kios, Wru·ung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon, Pangkas 
Rambut, Penjabit, Laundry, Restauran Kecil, Penginapan Kecil, Sanggar SenJ 
Lukis, Usaha Konfeksi Kecil. 

3. Niaga Mcnengah terdiri darl : 
Ruko, Praktek Dokter, Penginapan 2 Larnal Keatas, Usaha Meubelair, 
Rumah Makan Mencngah, MlnJ Market, Kantor Nolruis/Advokat, Usaha 
Cafe, Toko Bahan Bangunan/Mesin, Biro Jasa, Kolam Rcnang dikclola 
Swasta/BUMD. 

4. lnstansi Pemerintah Tingkat Kabupaten terdiri darl Sarana dan Prasarana 
lnstansi Pemcrintah, Ormas. 

5. TNI dan POLRI. 
6. Rumah Mewah adalah berdasarkan Peraturan Menter! Negara Perumahan 

Rakyal. 
7. lndustri dan Niaga Besar terdiri dari : 

Pabrik, (Klmfa/Obal, Kosmetik, Makanan/Mlnuman, Perkayuan, Pabrik Es), 
Peternakan Besar, Pabrik Tekstil, Pabrik/Industri Besar Lrunnya, 
Perusahaan Ekspor/Impor, Pasar Swalayan, Mall, Department Store, 
Perlru.Jakan, Grosir, Bank, Hotel Bc.rbintang, l!otcl, Restoran Besa.r, 
Perusahaan Perdagangan/Niaga, Ged.ung Bertingkat lebih 3 (liga) Lantai, 
Pompa Bensin (SPBU), Ekspeditur, Agen Ma.kelar, dan Pcrkulakau, Dealer, 
Bengkel Besar, Perusahaan TelekomunJkasi, Perusabaan Listrik, Perusahaan 
Perkebunan, Pcrusahan Pertambangan. 

5). Kelompok Khusus adalah kelompok pclanggan yang tidak 1ermasuk Kclompok I, 
II dan 111, yang menampung Jenis-jenis pelanggan yang membayar ta.rif air 
minum berdasarkan kcscpa.katan. 

Bagian Kedua 
Blok Konaumsi 

Paaal 3 

Blok Konsumsi dfbedakan menjadi 2 (dua) kelas yai1u : 
l. Konsumsi sampal dengan 10 M3 per bulan; dan 
2. Konsumsi diatas 10 M3 per bulan. 



BAB Ill 
TAR.IF AlR MlNUM, BlAYA P.ENYAMBUNGAN DAN BIAYA BALIK NAMA 

BagianKesatn 
Tarlf Air Minum 

Pasal4 

(1) Tarif Kelompok Pc•langgan PDAM Pu sat Muara Teweh 

-
VARIAST TARIFYANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN 

PROPORSI TARIF 
KELOMPOK TERHADAP TINGKAT BIAYA 

0 10 M (Rnl Oialas 10 M-' !Rnl 

~OMPOKI : 
1. llldran Umum - 2.610 3.010 
2. Kamar Mandi / WC Umum 2.610 3.0 lQ_ 
3. Terminal Air I 2.610 3.010 

_4. Temeat lbadah I 3.010 3.830 
5. Panti Asuh8.11 3.010 3.830 
6. Sckolah 3.010 3.830 
KELOMPOKll : ~ 

~ Rumab Tang&fl I 3.980 5.110 

,.1_. Rumah Tangga It -l.340 5. I 10 
3. Ruman Sakil Urnum Daera.h 5.950 7.000 

4. Puskesmas -
-1.080 5.250 

1 5. Puskesmas Pembantu •1.080 5.2~ 
b. Puskcsmas Rawat !nae 4.080 5,,l_@ 
KELOMPOKW ' -
l. lndustri Rumah Tangga -l.340 6650 

2. _t,liaga Kcdl ~.340 6.650 
3. Ni,aua Mrnenmah 6.020 7.000 

~stanst Pemc1intah Kabupaten 7.000 7.000 
5. TNT den POLRl 7.000 7.000 

6. Rumah Mewah ~~ 
7.000 

cl,_ lnduslri Besar o.300 7.000 

8. NiaRH Bcsar 0.300 7.000 

KELOMPOK PELANGGAN KHUSUS : Sesuai Dengan Kcscpakatan 

(21 Tanf Kelompok Pclang,~an Unit IKK dan Perdc:;aan 
VARIASI TARli,' YANG DIKENAKAN K_'_E_P_A_D_A_P-EI.ANGGAN =i 

KELOMPOK 
PROPORSl 'l'AJ~lF 

TERHADAPTINGKAT BJAYt p) j 
------l-~O!.:·.!.lO~M:!.."-'(~Ria..nl+- Diatas 10 M' R 

KELOMPOKI : 
L Hidran Umum -------+--~2~.6~10 3.010 

=---.2. !wmar Mandi/ WC Umum 2.610 3.010 
3. Terminal Air 2.610 3.010 
-l. Trrnoa1 lbadah 3.0 l 0 3.830 
5. Panti Asuhan 3.010 ____ 3.830 
~ Sekolah ' 3.010 3.830 
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KELOMPOKU: 
I . Rumah Tanaoa J 3.980 

~ 

5.110 
2. Rumab T!!_ngga 2 -1.3-10 5.1 10 
3. Rurp.ab Sakit Umum Da<'rah I 5.950 7.000 
+. Puskcsmas 1 080 5.250 I 
5. Puskesmas l'embanlu I .:1.oso 5.250 I 
6. PuskC!>O}!lS RawAl Imm I 4 .080 5.250 I 

I 
KELOMPOKW . 

~-

1. lndustri Rumah Tangga 4.340 6.650 
2. Ni"aa Kecil 4.340 6.650 
3. Nlava Menemmh 6.020 1:000 J---- -- - -
4. _IP Tin_g_ka1 Kabupawn/Kcc./ Kclurahan 5.950 7.000 
5. TNl dan POl,RI 5.950 7.000 

16. Ru.mah Mewah b .020 7.000 
j 7. fndustri Besar 6.300 7.000 

6.J00 7000 I 8. Niaga Ocsar 
' KELOMPOK PELANGGAN KHUSUS : Sesual __ I)engan KeSl'Pakatan 

(3) Tari f air mmum untuk pdanggan di Pcrdcsaan yang Lidak mertggunakan 
meter air diLctapkan selJc-sar Rp. 100.000,- (Seralus Ribu Rupiah) setiap 
bulan. 

(4). Uang pendaftaran sebeSRr Rp.5.000,- /Lima Rihu Rupiah) seliap calon 
pl' langga n. 

(5). Biay,i aclmlnistrasi sebcsar Rp.8.000.- (Lima RIIJu Rupiah) s,•t!ap rekl'ning. 

Bagian Kedua 
Biaya Penyambllllga.n dan Biaya Balik Nam.a 

Pa.aalS 

(I). Sctiap pclanggan baru dikenakan biaya penyambungan. 
(2). Biaya pcnyambungan seuagwmana d1maksud pada avat ( I) termasuk b1aya 

pengadaan dan pcmasangan meter, biaya survcy/pcrcncanaan dan Jasa 
pcmasangan. 

(3J. Besarnva biaya pcnyambungan scbagaimana dimuksud pada ayal (I) dan (21 
adalah sebagal berlku I . 
a. ditl'lapkan S<'SUai dengan harga bahan yang berlaku seat pemasangan yang 

clitctapkan drngl'ln 1-;cput usan Dirtktur; 
b. bu1y1t :;urvl'y/perrncan11an seb<'sar Rp.50.000.- (Uma Puluh Rlbu Rupiah); 

clan 
c jasa pemasangan menyesuaikan upah tenaga kc:rja yang bcrlaku pada saat 

pcmasangan. 
(·!). Hidran Umum, Kamar Mandi/WC Umum dan Terminal Air 11dak dikt>nakan 

biaya p<"nyambungan 
{5J. Bmya balik nama ditc:tapkan sebesar Rp.15.000,- (Lima Betas RJhu Rupiah) 

BAB rv 
KETENTUAN PELAYAN'AN AIR MINUM DAN SANKS[-SANK.SI 

Bagian Kesatn 
Pema.aangan, Pemeliharaan., Perubahan Pipa Dinas dan Meter Air 

Pua.I 6 

11). PemasAngan, p<'mrliharaAn, prrbaikan nan perubahan saluran p1pa nines 
dilaksanakan olt?h petugas PDAM scdangkan biaya mcnjAdi tanggung jawah 
pelanggan. 
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(2). Pemasangan saluran pipa dinas dilaksanakan PDAM atau oleh Jnstalatur dan/ 
atau oleh Koperasi setelah mcndapat rekomendasi tertulis dari PDAM. 

(3). Pemasangan pipa dioas yang tidak ada rekomendasi scbagaimana climaksud 
pada ayat (2), dlkenakan sanksi pemutusan olch PDAM. 

(4). Pcmasangan pipa pcrsil dilaksanakan PDAM atau olch Instalatur dao /atau oleh 
Koperasi setelah mendapat ijin dari PDAM. 

(5). Pemeliharaan dan perbalkan pipa persil menj adi tangguogjawab f>elanggan. 
(6). Meter air atau alat pembatas aliran yang rnengalami kcrusakan. dipcrbaild oleh 

petugas PDAM sedangkan biaya perbaikannya ditanggung oleh pefanggan. 
(7). Jika terjadi kerusakan discbabkan bencana alam maka perbaikan maupun 

biayanya ditanggung oleh PDAM. 

BagiaA Kedua 
Perh1tUJ1gau Rekeuiug Air 

Pual7 

(1). Pcmakaian air dalam I (sa.tu) bulan dldasarkan pada peounjuka.n angka meter 
air atau berdasarkan pcmbatasan aJ.iran yang disesuaikan dengan kctcotuan 
tarif PDAM. 

(2) . Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dibayar ~suaJ ketemuan 
yang diberlakukan oleh PDAM. 

(3), Dalam hal meter alr tidak berfungsl sebagaimana mcstinya atau tidak dapat 
dibaca, maka perhitungan pemakaian air akan dihitung berda$1U"kan pemakaian 
rata-rata dalam tiga bulan tera.khir. 

(4), Rekening air yang lcbih kccil atau sama dengan pcmakaian 10 M3 dikenakan 
biaya beban kebutuhan dasar minimum. 

(5). Bagi pelanggan yang tidak mcnggunakan air PDAM dan masih tercatat sebagai 
pelanggan atau pelanggan pasif PDAM dikf'nakaok'lll beban bulanan. 

Bag:lan Ketiga 
Deuda 

Pasal 8 

Denda dikenakan kepada pelanggan dalam bal-hal sebagai berilrut : 
I. Ketcrlambatan mcmbayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkao, 

dikeoakan denda sebesar Rp. l0.000,- (Sepuluh RJbu Rupiah) untuk pelanggan 
di Kata Muara Teweb dan .sebesar Rp. 5 .000,- (I.Ima Ribu Rupiah) untuk 
pefanggan di Unit Jbukota Kecamatan (IKK) dan Unit Air Bersih Pedesaan (ABP). 

2. Penyambungan kembali sambungan air minum yang dikcnakan tindakan 
penutupan sementara dikenakan biaya penyambungan kcmbali scbagai 
berikut: 
a. sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan Kclompok I 

(satu) dan sambungan di IKK dan ABP; 
b. sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan Kelompok a 

(dua) dan Jnstansl Pemcrin1ah, TNT dan POLRJ, Rumah Mewah; 
c. sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk Niaga Kecil, lndustri 

Rumah Tangga, Niaga Menengah: dan 
d. sebesar Rp. 120.000,- (Scrallls Dua Puluh Ribu Rupiah) unluk lndustrJ dan 

NiagaBesar. 
3. Pengambila.n air sebelum meter air dikenakan sanksi pencabutan den denda 

sebesar 5 (llma) kali pembaya.ran rekening air 15 X 100 M a) sesuai dengan jenis 
larir pelanggan dan harus dibayar sekaligus sebelum sambungan air minum 
diaktifkan kembali. 

4. Kelalaian pclanggan sehingga terjadi kerusakan meter air, kerusa.kan 
perlengka.pan meter air, kehilangan meter air atau membuat meter air 
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sedcm.ikian rupa sehingga lidak berfungsi dengan baik dikenakan denda untuk 
masing-masing kelompok pclru,ggan sebagai betilrut: 
a. sebesar Rp. 425.000,- (Empat Ratus Dua Puluh l.Jma Ribu Rupiah) untuk 

pelanggan Kelompok I, II, lnstansi Pemerintah, TNI dan POLRI. 
b. sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Niaga 

Kecil dan lndustr! Ru.mah 'rangga dan Rumah Mewah. 
c. sebesar Rp. 475.000,- (Empat Rarus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 

Nlaga Menengal1. 
d. sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk lndustri dan Niaga 

Besar. 
5. Meter air dan/atau jatingan pipa dinas yang dipindah tanpa ir.in tcrlulis dati 

PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (Salu Juta Lima Ratus Ribu 
Rupiah). 

6. MenJual atau memperdagangl<an air minum dengan mernbuat jatingan 
sedemikian rupa dikenakan dcnda sebesar Rp. 2 .000.000,- (Dua Juta Rupiah). 

Baglan Keempat 
Pemutusan dan Penutupan Al.Iran Air Minum 

Pasal 9 

Pemutusan dan / alau penutupan semerll.ara aliran air minurn dapat dikenakan 
apabila : 

I. Pelanggan mengaju.kan permobonan untuk ditutup atas permintaan sendm; 
2. Rekening air m!num tidak d!ba,yar selama 2 (dua) bulan berturut•turut; 
3. Pengrusakan segel meter air; 
+. Pelanggan menjuaJ atau mernpcrdagangkan air minum tanpa mendapat izin 

PDI\M·, 
5. Pelanggan mempcrgunakan pompa hisap atau aJat sejenis secara langsung dati 

pipa dinas maupun pipa persll; 
6 . Jaringan pipa ditempat pelanggan dirulJah sedcmikian rupa sehingga lidak 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa mernberitahukan terlebih 
dabulu kepada PDAM; 

7 . Adanya perbalkan pipa sa1uran untuk kepenlingan umu.m aLau bal lain yang 
meogharuskan, akan diberitahu terlebih dahulu; dan 

8. Pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya. 

Bagian Kellina 
Pencabut an Sambunpn Langganan 

Pua! 10 

I. Pencabutan sambungan langganan dilakukan apabila pelanggan berhenti 
menjadi pelanggan air minum. 

'2. Apabila selama 1 (satu) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan 
sementara tidak memenuhi kctenluan-ketentuan dati PDAM. 

3. Jang.ka waktu pencabutan menjadi langganan dapaL dlpcrpendek tergantung 
dari pelanggaran yang dilakukan oleh peiangggan. 

Bagi.an Keenam 
Penyambunpn Kembali 

Pasal 11 

I. Pelanggan yang sambungan langganannya dlcabut sebagaimana dlmaksud 
dRlam pasal 10 ayat (1) dan (2), dapat mengajuk.an perm<>honan pcnyambungan 
kembali dcngan ketentuan dikenakan biaya penyambungan baru, tetap 
membayar semua tu nggakan rekcning yang menjadi tanggung jawa bnya. 
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'2. Penyambungan kembali sambungao langganan sebagaimana pada ayat (1) 
setelah terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan. 

3. PDAM dapat menolak pennoh.onan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) atas 
pertlmbanga.n pelanggan melakukan pelanggara.n berulang-ulang. 

BABV 
PEMERIKSAAN / PENELJTIAN METER AIR 

Pasal 12 

I. Pelanggan air minum dapal mengaju.kan permintaan kepada PDAM untuk 
cnclaksanakan pemerlksaan/pcnelitian atas a.kurasl meter air yang dipasa.ng, 
apabila pelanggan meragukan kebenaran angka meter air tersebut. 

2. Pemerlksaan dan pcnelitian meter air hAnya dapat dilaksana.kan oleh PDAM. 

BAB VI 
HIDRAN KEBA.KARAN 

Pasal 13 

I. Hidran Kcbakaran dipasang oleh PDAM dipergunakan untuk kepentingan 
pemadam kebakaran. 

2. Hidran Kebakara.n disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu diputus apabila 
clipergunakan oleh petugas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan 
kebakaran da.n harus dllaporkan kepacla PDAM selambat•lambatnya 1 X 24 jam 
setelab scgcl diputuskan. 

BAB VII 
HIDRAN UMUM, TERMINAL AIR DAN Moan. TANGKI AIR 

Pasal 14 

1. Untuk dacrab-daerab pernukiman Iertentu yang dinilai bt:rpenduduk cukup 
padat dan kemampuan ckonomi rendah ma.ka dapat dJpasang Hidran 
Um.um/Terminal Air. 

2. Para pernakai Hidran Umum/Terminal Air dilarang mengalirkan air langsung 
kerumahnya. 

3. Pengclolaan Hidran Umum alcan diatur dengan pedoman cersendiri. 
4. Pada daerah pemukiman ya.ng belum tcrjangkau pcrp1paan PDAM dapat 

clilaya.ni dengan mobil tangki. 
5. Perhitungan harga rur melalu1 mobil tangki clitentukan tersendiri dengan 

memperhitungkan biaya operasi dan jarak tempuh pelayanan vang ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur. 

BAB V1D 
PENUTUP 

Pa.aal 15 

Pada saat peraturan Bupati ini mu.la[ berlaku, maka Peratura.n Bupali Barilo Utara 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Alr Minum Perusahaan Oaerah Air 
Minum Kabupatcn Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barlto Utara Tahun 2010 
Nomor 2) dicabul dan clinyatakan £idak berlaku. 
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Pasal 16 

HaJ-hal yang bclum diatur dala.m Pera.turan Bupati ini, sepanjang mengenai 
pclaksanaannya diatur kemudian berdasarkan penlmbangan-pcrtimbangan 
kebijaksanaan POAM. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlakt1 scjak tanggal I September 2016. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Barito Ulara. 

Dlundangkan dJ Muara Teweh 
pada tanggal 31 Agusrus 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

,,-

JAINAL ABIDIN 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Muara Teweh 
31Agustus 2016 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR -z.7 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

KEP~l=~-, 
NIP. ~21 199801 1 004 

BAGIAN KUKUM 

PDAM PWF \ 
I I' 

SEKDA ~ 
~ 

SEKOA ~TAIINC "J 

AS ISTEN II 
1A.aAGHG.10M 

OIREKTUR 
nAS!JBB.\G ' "It ~O!iSEPTOR 
·-· ········ ··) 
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111:RKAS 
1 • •• ··· · ·· · · ·' 
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